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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
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TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN JIADATUL NURUL AMAL
LINTUK MENDIRIKAN SMP ISLAM TERPADU YAJNA
MULAI TAHUN PELAJARAN 202172022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Menimbang : a bahwa untuk membantu menyukseskan Program Wajib Belajar 9

Tahun, Yayasan Jiadatul Nural Amal telah mengusahakan didinkannya
SMP Islam Terpadu Yajna;

b. bahwa scrmua persyamtan pendirian Yayasan Jiadatul Nural Amal
tersebut telah terpenuhi;

¢. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupalen
CGarut.

Mengingal : 1. Undang-undang Nomor [4 Tahun 1950 ientang Pembentukan Dacrah-
dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Baral (Berita
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakaria dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang,
Nomaor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Baral (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesin Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tohun 2004 Nomor 125,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
schagaimana telah beberapa kali perubashan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lLembaran Nepar
Republik Indonesia Nomor 4844),

. Undang-undang Nomor 20 Tuhun 2003 tentang Sistemn Pendidikan
Nasional (Lembaran Negama Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 M

4. Peraturan Pemerintuh Nomor 32 Tahun 2013 tetang Perubaihan atas
Pernturan Pemerintah Nomaor 19 Tabun 2005 lenbang Stamdar Nasional
Pendidikan (Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2003, Tambahan | embaran Nepar Repubhk Indonesin
Nuomur 54100,

3. Perwturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomaor 19
Th':_Im‘T lentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
Pendidikan Dasar dan Menenpuh;
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T Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20
Tabhun 2007 1entang Standar Menilman Pendidikan

B Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikon Dasar dan
Mencengah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sckolah;

10, Peraturan Dacrah Kabupaten Garnat Nomor 11 Tabun 2011 tentang
Penyelengparnan Pendidikan (Lembaran Daecrah Kabupaten Garul
Tohun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Crarut);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan dacrah Kabupaten Garut Nomor 23
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas
Dacrah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun
2014 Nomaor 9);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang
Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan  ©  Surt Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Jiadatul Nurul Amal
Nomor 001/SK-PIO/SMP/V1/2021 tanggal | Juni 2021.

MEMUTUSKAN
Menctapkan

PERTAMA :  Memberi lzin Operasional kepada SMP Islam Terpadu Yajna yang didirikan
olch Yayasan hadatul Nurul Amal di Kampung Cibalagung Rt 002 Rt 005
nﬁﬁmmmmmmmpﬂajm

KEDUA : Pemberian izin terschut pada diktum pertama keputusan ini berlaku
scpanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan

Y duftar ulang (herrepestrasi) setiap 4 (empat) tahun sekali:

KETIGA ¢ Menugaskan kepada Kepala Bidang SMP dan Pengawas SMP untuk
nmltﬂmmﬁ:mpﬂu]numdﬂnihlmmﬂuhhmmmhﬂum
periama,

KEEMPAT t  Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalarm

) keputusan lersendiri;
KELIMA : H:nputu.'l:t_m ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan calatan apabila

Ditetapkan di Garui
Pada tanggal :12-11- 200

KEPALA DINAS PENDIDIK AN
ABUPATEN GARUT

TEMBUSAN : disampaikan kepada - P, 19691205 199307 | 001

I ¥th. Menteri Pendidikan Nasional icien Di +
2. Yih. Rupati Garut n Nasional R1 up. Dirjen Dikdasmen di Jakuna:

3. Yih. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Barat;
4. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Garut, -
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